BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

PUTUSAN
Nomor : 01/PS.REG/03.06/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto memeriksa dan menyelesaikan

sengketa proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto telah

mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum,

permohonan dari :

ADAN PENGAWAS PEWILIHAN UMUK

1. Nama : Weldison
E Nomor KTP ; 1373030505740004
% Alamat : Pasar Usang, Desa Muara Kelaban Kota
i’ Sawahlunto
é Tempat/Tanggal Lahir  : Kuala Enok, 05 Mei 1974
g Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat
SZ. Kota Sawahlunto
Qz Nama : Nasirwan
Nomor KTP : 1373023011670002
Alamat : Dusun Beringin, Balai Batu Sandaran Kota,
Sawahlunto
Tempat/Tanggal Lahir ;30 November 1957
Jabatan . Sckretaris Dewan  Pimpinan  Cabang  Partai

Demokrat Kota Sawahlunto
Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatanva sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan
Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Sawahlunto, vang mendaftarkan SYAMDIRJA.
SH sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto,
yang oleh Komisi Pemilihan Umuim Kota Sawahlunto telah ditetapkan satu bakal calon
sebagai calon vang Tidak Memenuhi Svarat (TMS) dalam Daltar Calon Tetap Anggota
Dewan Perwakilan Rakval Daerah Kota Sawahlunto, berdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Uninm kota Sawahlunto Nomor 122/HK.03.1-Kpt/ 1373/KPU Kot /1X/ 2018

tentang Penetapan Dattar Calon Fetap Angpora Dewan Perwakilan Rakyval Daerah Kotn
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Sawahlunto dalam Pemilu 2019 bertanggal 20 September 2018, untuk selanjuinva

disthut sehapal-—==-- :
%o Te A - s R PEMOHON - oeommmmmmmmmmmmmommmmammm s

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor
122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penctapan Daftar Calon Tetap
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto dalam Pemilihan Umum
2019 bertangsal 20 SeptemibBer T8 - tomc-—~-vimcnsstastsat e ann oo m e sannaminnen o ns
TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto vang berkedudukan di jalan Khatib
Sulaiman Nomor 54 Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut sebagai----------—--—---—----—

. TERMOHON S -

Dengan nomor permohonan bertanggal 24 September 2018 yang diterima oleh Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dan pada tanggal 25 September 2018
diterima Perbaikan Atas Kekurangan Berkas yang Selanjutnya dicatat dalam Buku
Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26
September 2018 dengan Nomor Register: 01/PS.REG/03.06/IX/2018 - nn -

---------------------- ceeeemeeee-"TENTANG DUDUK SENGRETA -~ —-ommmmmmmmemmmme -

: POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor

register 01/PS.REG/03.06/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :

1. KEWENANGAN BAWASLU KOTA SAWAHLUNTO

a. Bahwa sesuai dengan Pasal 101 huruf a angka 2 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Bawaslu
Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di
wilayah Kabupaten/Kota terhadap Sengketa Proses Pemilu”;-—-----—- -
bh. Bahwa sesuai dengan pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Berbunyi “Bawaslu
kabupaten/Kota bertugas dalam melakukan tindakan scngketa proses
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu
Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penvelesaian
sengketa proses Pemilu diwilayah Kabupaten/Kota; b, memverifikasi
sccara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemiiu di
wilavah Kabupaten/Kota; ¢. melakukan mediasi antar pihak vang
bersengketa  di wilayah  kabupaten/kola; o,  melakukan  proses
adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilavah Kabupaten/Kota apabila
mediast belum menvelesaikan sengketa proses Pemibhan Umum: dan e,
Memarus penyelesatan sengkeian pProses Pemilo el wilavah

habupaten/kotas

IIAMWASLU Keyra SAWANTLIINT
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Bahwa sesuai dengan Pasal 103 hurul ¢, Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017  tentang  Pemilihan  Umum  berbunyi:  Bawaslu

kabupatenfkota berwenang “menevima, memeriksa, memedias) atau
mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di
wilayah Kabupaten Kota";-——---<--=---s-=smmemsarmmerrnomnmomcnonsosasms oner

Bahwa sesuai dengan pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Bawaslu, Bawasiu
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan
penvelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannva
Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU
KabupatenfReiaisic s chime s inss oot e e === == oS

Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun
2017 tentang penyelesaian sengketa proses Pemilu berbunyi: “Bawaslu,
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa,
melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi dan memutuskan
penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari
semenjak diterimanya permohonan sengketa proses Pemilu”;--------------
Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
proses Pemilu kepada Bawasiu Kota Sawahlunto akibat keluarnya
Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-
Kot/1X/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota
DPRD Kota Sawahlunto dari Partai Demokrat bertanggal 20 September

Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf ¢ dan huruf [
diatas, maka Bawaslu Kota Sawahlunto berwenang untuk
menyelesaikan  sengketa proses Pemilu vyang dimohonkan oleh

e Tolalorgilmce ool Lo e R R B e e e

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a.

(

Bahwa ketentuan Pasal 467 avat (2} Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum  menegaskan:  “Permohonan
penyelesaian sengketa proses pemilu sebagalamana dimaksud pada
avat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Pescria
Pemilu?) - e e e
Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 18
Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawashu Nomor 18 Tahun
2017 tentang Tata cara penvelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
mencgaskan: "Pemohon Sengketa Proses Pemilihan Umum terdirt atas
Partai Politik Peserta Pemilu™

fabwa ketentuan pasal 7A hurat ¢ Persturan Bawasiu Nomor 18 Tabun
2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tabun 20007

tentane Tata cira penvelesainn sengketa proses  Pemibiban Unmom

BAWASLL KOTA SAWALHLLN
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(3

menegaskan: “Permohonan penvelesaian sengketa proses Pemilu vang
diajukan oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik
Peserta Pemilu diakukan dengan ketentuan sebagal berikut: “tingkat
kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris kabupaten/kota
dtas Sebita R s et — === e R o SasS Rk e S

Bahwa ketentuan Pasal 7B avat (1), Peraturan Bawaslu Nomor 18
Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun
2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
menegaskan: “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota vang tidak ditctapkan sebagai Daftar Calon Tetap
anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat
mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu vang
diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya”;---~--------—---—= -

Bahwa pemohon merupakan Ketua dan  Sekretaris DPC  Partai
Demokrat Kota Sawahlunto berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan
PUSAT (DPP) Nomor: 180/SK/DPP.PID/DPC/V /2018 tertanggal 23 Mei

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto telah menerbitkan
Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-
Kot /1X/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar
Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Sawahlunto dari Partai
DemoRial—"mtatee e

Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf
d, huruf e, dan huruf [, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;--———— -

KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

i,

Bahwa sesuai dengan Pasal 4606 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Sengketa Proses Pemilu meliputi
scngkela yang terjadi antara-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta
Pemilu dengan penyvelenggaraan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannva
Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupalen/Kota”™; -
Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf a, Peraturan Bawaslu Nomor 18
Tahun 2017 1entang Taia Cara Penvelesalan Sengketa Proses Pemilu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 1ahun
2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017
lentang Tata Cara Penvelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunvi:

fermobon dalam  sengketa proses Penuiu terdiri atas KPU. R
Provinst dan KPU - Kabupaten/Kota untuk  sengleta antarn peserta

dengan prinvelengarn pemiiu™

PAWASLL ROTA SAWAHLUNTO



¢ Dahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto telah menerbitkan
Keputusan Komisi  Pemilihan  Umum  Kota Sawahlunto  Nomor
122/HK.03.1-Kpt/ 1373/KPU-Kot/1X/2018 tentang Penetapan Daftar
Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Sawahlunto dari Partai Demokrat bertanggal 20 September 2018 yang
tidak mencantumkan nama SYAMDIRJA, SH dalam Daftar Calon Tetap
(DECT) Nomito Uit 15 —-rer - emmnetmsanam e nne e oo oo

d. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hurud a, huruf b, dan huruf ¢,
Termohon mempunyai kedudukan hukum dalam Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto;------—-=-=-=======-m=oc-ccmr-

. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Permohonan penyelesaian
sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penctapan
Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU
Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”™;-------------rooomoooooo

b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
berbunyi “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan
Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota™---------

¢. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto pada tanggal 24 September 2018;-—-——-—-— - oo

d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menerbitkan
Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-
Kot/IX/ 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (I2CT) Anggota
DPRD Kota Sawahlunto dari Partai Demokrat bertanggal 20 September
2018}

¢, Bahwa berdasarkan huruf a, hurut b, huruf ¢, dan huruf d permohonan
vang diajukan Permohonan memenuht persyvaratan tenggang wakiu
pengajuan permohonan;---.-- ... .

POKOK PERMOHONAN

Batwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah keberatan tevhadap

rerbitnvi Reputusan Komisi Pemiliban Umum Kota Sawahiuito Nowor

1221103 1-Kpt/ 1373 /KPU-Kot /1X /2018 tentang  Penetapan  Dalia
Caton Petap (DCTE Anggota DPRD Kota Sawahiunto dari Partan |enskora,

BAWASLL ROTA SAWNHERNTG



bertanggal 20 September 2018 vang tidak menetapkan SYAMDIRJA, SH
sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kota Sawahlunto.--———— -
V1. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN
Alasan dan dasar permohonan sebagai berikut:
1. Alasan permohonan pengajuan sengketa kepada Bawaslu Sawahlunto
didasarkan pada SK KPU Nomor 825/PL01.4-SD/137/KPU-
Kot/ VIII/2018 yang bertentangan dengan: UU No 7 Tahun 2017 Tentang
PEMILU yaitu pasal:
- Pasal 17,KPU Berkwajiban
a. Dst

bh. Memberlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara

c. Dstd.
Pasal 20
a. Dsd

b. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan Setara
VII. PETITUM
Berdasarlan alat bukti diatas tentang adanyva pelanggaran KPU Kota
Sawahiunto dalam PEMILU Kota Sawahlunto utuk itu dimohonkan kepada
Bawaslu Kota Sawahlunto untuk:
1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau
SebABIANNY A, === mm o e oo
2) Membatalkan SK KPU Sawahlunto Nomor 122/HK.03.1-
Kpt/1373/KPU-Kot/1X/2018 Tentang penectapan Daftar Calon Tetap
anggota DPRD Kota Sawahlunto dalam PEMILU 2019, --—-----coememeeeee
3) Meminta KPU Sawahlunto untuk berpendapatlain,--------—-----—---—---.
4) Mohon putusan yvang seadil-adiinva {et aequo el bono).---------—- oo eno-
Demikianlah Permohonan Pemohon dengan harapan Bawaslu Kola
Sawahlunto dapat memeriksan dan memutus perkara ini dengan seadil-

JAWABAN TERMOHON
Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan
jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal | Okiober 2018 telah mengemukakan
hal hal sebagai berikut:
I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON
a4, Bahwa berdasarkan Pasal 467 aval (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 temang Pemilihan Umum berbunyi “iermohonan penvelesaian

sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksad  pada avat (2)

BAWASLL ROV SAWARILLEECY § 6



b.

d.

il

a.

disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan
Keputusan KPU, Keputusan KPU provinsi dan/atau Keputusan KPU
kabupaten /Kota yang menjadi sebab sengketa™;----------- oo
Bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (2) Peraturaan Bawaslu Nomor 18
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Umum berbunyi : Pemohon sebagaimana dimaksud ayal (1)
disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja scjak tanggal penetapan
Keputusan KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa KPU Kota Sawahlunto menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Sawahlunto Nemor 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-
Kot/1X/2018 tentang Penctapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota
DPRD Kota Sawahlunto dari Partai Demokrat dalam Pemilu 2019
bertanggal 20 September 2018;--------

Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c,
jawaban Termohon memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan

permohonan. ==t ne te = s s <~ S S SenSmsmmmsss s

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

i3ahwa ketentuan pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun
2017 tentang Pemililhan Umum menegaskan: “permohonan
penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”;---

Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf b peraturan Bawaslu Nomor 18
Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun
2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
menegaskan: “Pemohon Sengketa Proses Pemilu terdiri atas Partai
Politik Peserta Pemii T ---—-----=-- -~ sm et e e e oo e oo
Rahwa ketentuan pasal 7A huruf ¢ Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun
2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017
tentang Tata Cara Penyclcsaiﬁn Sengketa Proses Pemilihan Umum
menegaskan: permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu vang
diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau partai politik
PPeserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: tingkat
kabupaien/kota diajukan oleh ketua dan sckretaris kabupaten/kota
ALAL SCHULAT JAT - o e

Bahwa ketentuan pasal 7B ayvat (1), Peraturan Bawaslu Nomor 18
Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun
2017 tentang Fata Cara Penvelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
menegaskan: “Bakal Calon anggota DPR, DPRID Provinsi, dan DPRD
kabupaten/Kota vang tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap

angeotan DPR. DERD S provins:  dan DPRD Kabupaten/kKota  dapa

BBAWASLLT KOXEA sSAMWA I ETNTO



mengajukan permohonan penvelesaian sengketa proses Pemilu vang
diwakili oleh Partai Politik sesuai tingkatannya™ - - - ------ormmomoe

¢. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto telah menerbitkan
Keputusan Komisi Pemilihan  Umum Kota Sawahlunto No.
122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daltar
Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kota Sawahlunto dari Partai
Demokrat dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018;----

f. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf
d, huruf e, dan huruf [, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada

Bawasliy Keig SawabBiunto:=------=--=———ro—ss=rm-—mcrm—on- g

III. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa sesuai dengan surat Bawaslu Kota Sawahlunto Nomor 182/K.Bawaslu-
Prov-SB.18/PM.01.01/1X/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Panggilan

Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses [Pemilu, dan sesual

dengan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang diajukan oleh Partai Demokrat,

maka dengan ini kami sampaikan jawaban TERMOHON terhadap dalil
PEMOHON sebagai berikut :

1.

-

Bahwa KPU Kota Sawahlunto dalam mengeluarkan Keputusan Nomor
122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018
tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Sawahlunto
Dalam Pemilu Tahun 2019, telah sesuai dengan prosedur sebagaimana
diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan KPU
Nomor 5 tahun 2018.(Bukti T.1)

Bahwa dimana alasan Pemohon dalam mengugat Termohon vang
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ientang
Penyelenggaraan Pemilu Pasal 17 point b mengenai kewajiban
memberlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara adalah gugatan yvang
mengada-ada. hal ini tidak benar dan berlandasan hukum Karena KPU
Kota Sawahiunto dalam proses pencalonan telah memperiakukan semua
peserta pemilu sesuai dengan peraturan dan prosedur pencalonan dan
telah mensosialisasikan pada scluruh peserta Pemilu tentang pemakaian
Aplikasi Pencalonan yang dimulai dari tanggal 2 Juli 2018 sampai
penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September 2018,
berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 5 Tahun 2018,
Dalam Sosialisasi tersebut KPU Kota Sawahlunio telah menvanmpaikan
kepada seluruh Peserta Pemilu (Operator Silon) tentang pemakatan Aphkass

sistem Pencaionan (Silon) dimana salah satu asian dalam Aplikas) wrsebul

ada “status Khusus calon™ dalam 3 pilihan vaiu Trdale ada, Muantan

Ferpidkinna dan Terpidana
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4. Bahwa KPU Kota Sawahlunto telah menerima persvaratan bakal calon
dimulai pada tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 11 Juli 2018 serta welah
melakukan  verifikasi administrasi svarat calon, pemberitahuan  hasil
verifikasi serta perbaikan syarat calon dan verifikasi perbaikan syarat calon
sampai dengan penvusun dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)
serta pengumuman Daftar Calon Tetap (DCS), dalam persvaratan calon An.
Syamdirja dari Partai Demokrat, telah melengkapi persyaratan dan
pengisian  Aplikasi Sistim pencalonan (Silon) sehingga KPU Kota
Sawahlunto menetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCS) bahwa Syamdirja,
SH “memenuhi syarat”. Sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018,
tahapan selanjutnva menerima masukan dan tanggapan masyarakat.
Dalam rentang waktu tersebut ada tanggapan masyarakat terhadap
Syamdirja, SH.

5. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 24, KPU Kota
Sawahlunto melakukan klarifikasi kepada Partai Politik melalui surat
Nomor : 813/PL.01.4-SD/1373/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 23 Agustus
2018 perihal Permintaan  Klarifikasi Atas Masukan/Tanggapan
Masyarakat.(Bukti T.2)

6. Bahwa pimpinan Partai Polittk menyampaikan jawaban klarifikasinya
melalui Surat Nomor : 24/DPC.PD/SWL/VIII/2018 tanggal 31 Agustus
2018 perihal Klarifikasi atas status Bacaleg An. Syamdirja, SH, dan
Saudara Syamdirja meclalui surat bermaterai cukup menyatakan bahwa
dirinya pernah dipidana umum dengan putusan 6 bulan.(Bukt T.3)

7. Bahwa KPU Kota Sawahlunto berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor:
143/PL.01.4-BA/1373/KPU-Kot/VII1/2018, menetapkan bahwa bacaleg
An. Syamdirja, SH mempunyai Status Khusus : Mantan Terpidana.
Sementara di  dokumen pencalonan vang diterimma oleh KPU Kota
Sawahlunto pada Model-BB2 An. Syamdirja, SH status khusus tidak
ada.(Bukti T.4)

8. Bahwa hal tersebut tertuang dalam PKPU No. 20 Tahun 2018 pasal 8 avat
I huruf b angka 13 berbunyi : *mantan terpidana dan secara terbuka dan
jujur, mengemukakan kepada publik”.

Dengan adanya status khusus tersebut bacaleg An.  Syamdirja, SH
seharusnya merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun
2018 tentang [Pecalonan  Anggota DPR, DPRD Provinst dan  DPRD
Kabupaten/Kota pada Pasal 8 ayat (7) vang berbunyi:

Persvaratan sebagaimana diamaksud pada avat 1 hurul b angka 13 dilengkapi

dengan

z] Surat Keterangan iembaga Permasvarakatan vang menerangkan bahwa
bakal calon vyvang bersangkutan telah selesai menjalani Pidana Penjoen

berdasarkan Patusan Pengaddan vang ielab memperoleh kekuatan hukuimn
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tetap.
bh.  Salinan putusan pengadilan vang telah mempunyai hukum tetap;
¢, Surat dari Pimpinan Redaksi Media Masa Lokal atau Nasioanl yang

menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuaka dan jujur

mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana;

d. Bukti pernyataan atau pengumuan yang ditayangkan pada media masa
lokal atau nasional.

Selaku mantan terpidana Bacaleg Syamdirja, SH tidak melengkapi
persvaratan schagaimana yang tertuang pada Pasal 8 ayat (7) tersebut. Dengan
adanya surat pernyataan yang menjadi lampiran pada surat klarifikasi dari
Partai Demokrat tersebut, telah menggugurkan dokumen persyaratan bakal
calon An. Syamdirja, SH di SK Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Nomor
100/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VIIl/2018 Dengan ini jelas KPU Kota
Sawahlunto telah memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara.

9. Bahwa berdasarkan surat keterangan Pengadilan Negeri Sawahiunto
Nomor: 324/SK/HK/07/2018/PN Swl tanggal 12 Juli 2018, Surat
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Kepolisian Resor Sawahlunto
tanggal 9 Juli 2018 menyatakan bahwa saudara Syamdirja, SH tidak
memiliki status khusus sebagai Mantan Terpidéna. Namun dari hasil
klarifikasi, seharusnya Partai Demokrat dalam pengisian formulir BB-2
dalam aplikasi sistem pencalonan tetap mengisi status khusus saudara
Syamdirja adalah Mantan Terpidana. dan melengkapi persyaratan yang
dibutuhkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

10. Bahwa dengan tidak diisinva status khusus dalam formulir Model-BB2 hal
ini patut diduga bacaleg An. Syamdirja menutupi identitas diri.

11. Bahwa berdasarkan pernyataan Syamdirja yang menyatakan bersangkutlan
pernah dipidana dengan Putusan Pengadilan enam bulan hal im mengubah
status vang bersangkutan menjadi mantan terpidana. Hal ini sesuai dengan
ketentuan pasal 1 butir 32 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana), vang menyebutkan bahwa :

Terpidana adalah scorang vang dipidana berdasarkan putusan pengadilan
vang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan pengertian mantan menurut KBBI adalah bekas pemangku jabatan

atau kedudukan.

IV. PETITUM

Berdasarkan  dalil-dalil - sebagaimana  diuraikan  di atas, maka Termohon

memohon dengan hormat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota

Sawahlunto agn memeriksa dan mengadili Perkara a-quo agar berkenan

menjatuhkan pulusan vang amarmya berbunvi sebagai berikut ¢

! Mencerima seluruh dalib Jawaban Termohon;

1 1 . e R i
o Menolaok selurith poran Pemobon dan menvatakan sah Surat Kepuiusan
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KPU  Nomor  122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20
September 2018 tentang Penetapan Daltar Calon Tetap Anggota DPRD Kota
Sawahlunto Dalam Pemilu Tahun 2019,
Dan/atau apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto
berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnyva [(ex aequo et bonoj sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang ada.

TANGGAPAN PIHAK TERKAIT

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, tidak ada pihak terkait vang
mengajukan tanggapan sebagai pihak terkait pada Sidang Adjudikasi dengan
Nomor Register : 001/PS.Reg/03.06/1X/2018 dari tanggal 01 Oktober 2018,
tanggal 08 Oktober 2018 dan tanggal 11 Oktober 2018.

BUKTI-BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah
mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup-
dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-5 sebagai benkut '

{ No ‘L VKode Bukti Keterangan LTI T
| i_"i}l’ 1 Fotocopy KTP dan KTA atas nama Weldison (Ketua L)I’C1
‘ | Partai Demokrat Kota Sawahlunto), Nasirwan ( Sekrewnsl
1 | DPC Partai Demokrat Kota Sawahlunto) l
:2' TP':'EW_ "~ |'Model BB1 - DPRD Kota, Surat Pernyataan Calon fﬂ[ﬁggotai:
' DPRD Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Umum 2019 '
1 3 [P-3 Model BB2 - DPRD Kota, Surat Pernyataan Calon Anggotd;
DPRD Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Umum 2019 ‘
a V?Vi’l:i el Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, Bebas Narkoba, Surat|
! Keterangan Kesehatan Jiwa {Rohani)
5 PS5 __H_Sural Keterangan Tidak Pernah Terpidana dari Pengadilan |
I Negri Sawahlunto Atas Nama Syamdirja, SH
6 D6 Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Atas  Nama |
' Syamdirja |
7 P-T ‘ Surat ké'lérangari Terdaftar Sebagai Pemilih  Nomor
: 711/PP.09.1-8B/1373/KPU-KOT/VI1l/2018
8 'p8 Sueal. Hithsan  Nomor '54/Pid.13/2016/PN  Swl dari .
Pengadilan Negeri Sawahlunto
4 -9 ' Permintaan Klaritikasi atas Musuk;.ln,t"l‘mu__i;gn;nm Masvarakat
Nomot 813/PL.01.4-8SD/1373/KPU-Kot/VIlI/ 2018
0 1o Rlarifikasi atas Status i:‘.;'_u'u.k‘g- A Svamdirja. SH Nomo
24/DPC.PD/SWL/ VI 2018 Partai Demokrat
11 P Pemberitahuan Pengganti Daftar Calon Tetap (DCS) Nomaor
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1 [T

[ No | Kode Bukti | ~ Keterangan

1'825/PL.01.4-SD/ 1373/ KPU-Kot/VIlI/2018

'SK KPU Kota Sawahlunto Nomor : 122/HK.03.1
[ l  Kpt/1373/KPU-Kot/1X/2018 |
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah

mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah

dileges serta diberi tanda T-1 sebagai berikut:

e e - e e e e e e e ey
1

i

I

‘Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto- Nomor |
122/HK.03.1-Kpt/ 1373 /KPU-Kot/I1X/2018 Tanggal 20 ‘
September 2018 ‘

Surai  Nomor Sural :  B813/PL.01.4-SD/1373/KPU- |
Kot/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018 Perihal permintaan
Klarifikasi Atas Masukan/Tanggapan Masyarakat

Surat dari  Partai Demokrat Nomor:
24 /DPC.PD/SWL/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Perihal
Klarifikasi atas status Bacaleg AN. Syamdirja,SH

2 |T-2
RN E X
4 | T-4

Model BB2 An. Syvamdirja yang diserahkan oleh partai
Demokrat saat pendaftaran Ke KPU Kota Sawahlunto pada
tanggal 17 Juli 2018

5. KETERANGAN SAKSI, PEMBERI KETERANGAN, KETERANGAN PEMOHON
DAN/ATAU KETERANGAN TERMOHON

1) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon

juga mengajukan saksi dan pemberi keterangan dengan keterangan

berikut:------ S e et

1. Syamdirja, SH

)

3)

Bahwa yang bersangkutan adalah saksi Pemohon yang namanya
tidak Masuk DCT anggota DPRD Kota Sawahlunto dari Partai
Demokrat Untuk daerah Pilihan 2 Kota Sawahlunto;----------—-cococ_.
Bahwa Menurut Keterangan Saksi Yang menjadi permasalahan
adalah dengan adanya pertikaian status DCS saya (Syamdirja, SH)
setelah ditetapkannya DCT oleh Ketua KPU Kota Sawahlunto dimana
hal ini berdasarkan atas adanva formulir isian berupa status khusus
namun menurdt sava itu bukanlah status khusus namun status
hukum dan hal ini nantinva akan sava laporkan ke DKPP (dalam hal
kendak cermatan dalam membuat forman); - S

Bahwa Menurut  Keterangan Saksi Dipermasalahkannyva  status

Khusus saya adalah  bherdasarkan PKPU nomonr 20 Tahun 2018
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4)

scharusnva KPU itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentabg POBRnn Umum - --<esneesmtate e s mm s n oo m e —
Bahwa Menurut Keterangan Saksi Disiiu  disebutkan  bahwa
terpidana vang ancam hukuman 5 Tahun/lebih kecuali dia telah
memberitahukan melalui media massa dan tidak melakukan
perbuiatan berulang itulah yang dikatakan mantan terpidana. ltulah
vg jadi dasar kenapa saya tidak mencantumkan kata-kata terpidana
berdasarkan pasal itu tidak ada status yang melekat pada saya
sebagai mantan terpidana. Hal ini perubahan UU no 7 Tahun 2017 ,
hal ini berdasarkan keputusan MK yang menerangkan bahwa tidak
semua mantan nara pidana dikatakan mantan nara pidana kecuali
dalam kejahatan publik baru dipermasalahkan dengan batasan-
batasan seperti kejahatan narkoba, atau putusan hakim yang
mencabut hak-hak politiknya sesuai dengan KUHP, seterusnya
korptor, sebelumnya koruptor dilarang namun sctelah perubahan
PKPU nomornya (saya lupa) ternyata di bolehkan walaupun dia
bukan mendapatkan hukuman 5 tahun jadi dibolehkan dengan
status dianggap sama dengan 5 tahun dengan  memberikan
pemberitahuan kepada masyarakat, media dan sebagainya.
Berdasarkan hal itu akhirnya saya mendapalkan sural kelarangan
Kepolisian (SKCK) dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Kota Sawahlunto. Waktu itu setelah dikonfirmasi secara faktual
bahwa Ketua Pengadilan Negeri bahwa berdasarkan UU No 7 Tahun
2017 yang mengatakan hanya orang yang mendapatkan hukuman
selama minimal 5 Tahun tuntutan atau yang dicabut hak politiknya
berdasarkan keputusan hakim. Selain itu pasal 7 ayat (1) huruf g
udak melekat lagi status mantan nara pidana, istilah mantan 1tu
hanva berlaku bagi masyarakat biasa dalam pemberitaan. Sekarang
menyangkut keputusan politik, keputusan hukum jadi harus
berdasarkan hukum. Kalau berdasarkan hukum makanya sava
mengatakan bahwa tidak ada status yang melekat bebas svarat
berdasarkan 2(dua) surat keterangan itu. Jadi kalau sava melihat
tanggapan dari Ketua KPU yang berdasarkan bahasa Indonesia dan
KUIP berarti dia tidak memahami pasal 7 ayat (1 } huruf g Undang -
Undang nomor 7 Talhiun 201 75~ —---ces-mmmmm oo

Rahwa Menurut Keterangan Saksi Sesuai dengan Surat Keterangan
Catatan  Kepolisian  dan  Surat  Keterangan Ketua pengadilan
sawahlunto tidak ada yang menyatakan sava adalah  mantan
rerpidana. It sesual dengan keputusan Mahkamah  Konsttust
babiwea istilaly mantan terpidana itu hanva berlaku untuk 3 Tahun

Lemudein diterapkan dalam Linddang Uhndang Nomor 7 Tahun 20017
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!

6)

7)

8)

jadi tidak ada istilah mantan terpidana, walaupun sava sudah

melaluinva dianggap disamakan dengan masvarakat, kecuali dalam

jabatan publik dibatasi oleh Keputusan MR.j-------moooo-

Bahwa Menurut Keterangan Saksi Dasar sckleratial mengisi tidak
ada, berdasarkan bukti terlis. Kalau saya menyatakan mantan
terpidana berarti saya menyalahi Keputusan Mahkamah Konstitusi,
bahwa yang dikatakan mantan terpidana itu kemudian dituangkan
dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah selama 5
tahun.;-----=-==--mememaaem

Bahwa Menurut Keterangan Saksi Baik surat SKCK disitu ada isian
seperti status hukum. Status hukum itu awalnya khusus terpidana
yang diancam hukuman minimal 5 tahun, karena saya tidak ada
ancaman hukuman 5 tahun kolom-kolom itu tidak di isi, sepert
pemberitahun kepada masyarakatl, kepada media, sural keterangan
dari kepala lapas itu sudah ada isiannya, termasuk status sidik jari
saya walaupun bagaimana saya menipu kalan memang saya mantan
terpidana dengan ancaman 5 tahun surat keterangan itu tidak ada
sebelum saya lengkapi di kepolisian. Tapi Karena ancaman pidana
saya tidak 5 tahun dan status tidak dicabut berdasarkan keputusan
hakim maka akhirnya keluarlah surat SKCK dari Kepolisian.
Kemudian Oleh Ketua Pengadilan negeri Kota Sawahlunto setelah
saya konfirmasi apakah surat ini memang dikeluarkan oleh
Pengadilan negeri sawahlunto (benar) hal ini berdasarkan atas
undang- undang nomor 7 tahun 2017 disebabkan 2 syarat vaitu
1.Tidak diputus oleh hakim karena dicabut hak politiknya
2.Hukuman 5 Tahun

itulah kata secara faktual saya mendapatkan penjelasan itu apa
adanva. Tidak ada yang tercantum kata-kata mantan terpidana;------
Bahwa Menurut Keterangan Saksi Data vang sava isi adalah
penjelasan lisan dan tertulis, penjelasan tertulis berupa KTP, KK
surat keterangan bahwa saya telah mengundurkan din dan DPD
partai nasdem Sawahlunto dan syarat lainnva seperti  sural
keterangan bahwa saya berdomisili di Talawi kemudian keterangan
bahwa sava telah keluar dari partai nasdem dan telah di konfirmasi
pada partar nasden atas nama Alexander Isnm dan kemudian
diserabhkan pada Parial Demokral; -~ e,

Bahwa Menurut Keterangan Saksi Pertama dapat sava jelaskan
kronologis polemik slatus mantan nara pidana. Sejak awal sava
masit kuliah status mantan rerpidana itu sudah mengadi polemik
terakhiv: wakiu itu sava baca dan dengar Mahkamah Koostitos

mengeluarkan Keputusan Mk No 4 ahun 2005 bahwa astilads mantan
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terpidana itu hanya berlaku untuk dituntut pidana penjara 5 tahun
atau lebih. Jadi berdasarkan hal itu keluarlah UU no 7 tahu 2017

pada 7 avat (i) buruf g mantan terpidana 1tu hanya disebut untuk

ancaman hukuman minimal 5 tahun atau lebih. Selain dan itu

:5 status mantan narapidana itu lidak dibenarkan lagi jika tidak

% berdasarkan Wki----omccc--smmmsrmnemsciemmn e o e o cmsosssn S oa s s

! i0)Bahwa Menurut Keterangan Saksi sdr Saksi Mengisi Form yang ada
hampir sama dengan yang dimaksud dengan form yang ada

i dimaksud oleh KPU seperti :Form Pertama apakah pernah terpidana
disebutkan salah satunya 5 tahun atau lebih diisi di form 1 (tidak
pernah) Form Kedua karena pada form 1 tidak pernah terpidana 5
tahun makanya tidak ada isian;------- e e

11)Bahwa Menurut Keterangan Saksi Pernah terpidana karena itu
hanya bahasa biasa bahasa hukumnya berdasarkan undang-undang
tidak ada, itu berdasarkan putusan MK. Pelanggaran Pasal 351
hukumannya tuntutan 1 tahun difonis 9 bulan jalan 6 bulan;---------

12)Bahwa Menurut Keterangan Saksi pernah Menjalani hukuman
Pidana Pada Juli tahun 2016 s/d Desember 2016, kemudian cuti
bersyafat (pembebasan bersyarat) awal Januari 2017.

13)Bahwa Menurut Keterangan Saksi diminm klarifikasi melalui ketua

DPC Partai Demokrat terkait status mantan terpidana. Kemudian

saya klarifikasi dan saya terangkan bahwa status mantan terpidana

tidak melekat, kalau orang hukum mengerti artinya status itu tidak
ada kecuali diatur dalam Undang-Undang. Kalau tidak diatur dalam
Undang-Undang apapun perbuatannya telah selesai menjalani
pidana tidak dapat lagi dikatakan mantan terpidan

i4)Bahwa Menurut Keterangan Saksi Dalam surat itu saya terangkan
ada 2 poin yang sava lerangkan: Dalam bentuk surat pernyataan
tertanggal 30 Agustus 2018: 1.Bahwa status hukum sebagaimana
dimaksud bahwa mantan terpidana bukanlah status vang melekat
pada vang bersangkutan (artinva pada sava) dst. Maka sccara
hukum perundang- undangan sava dapat memilih dan dipilih,
demiKign == e

15)Bahwa Menurut Keterangan Saksi Menverahkan Persvaratan vang
dibutuhkan Ke DPC dan DPC iah vang menverahkan berkas Ke
KPU; LSRR -

16)Bahwa  Menurut  Keterangan Saksi Pada  saat  awal  sebelum
mendaitar,  dimana  sava  dikenalkan  oleh  Fauzi Hasan  diajak

bhergabung dengan iarai Demokrat, karena sava pernah bercita-cia

keluar dan partar Nasdem sava kot Melalui bincang bincang,
plormat sava gelaskan pada kawan-kaiwan termasak davi Tidawi
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hadir Joni Warta sava sampaikan kronologis sava samapai dipidana

dengan hukuman saya 9 bulan dan saya jalani 6 bulan;-—----------oooo o
| 7jBahwa Menurut Keterangan Saksi Secara formal tidak, tapl secara
informal saya mendatangi KPU memberi penjelasan bahwa yang
dimaksud KPU status khusus vang itu bukan untuk seluruh nara
pidana melainkan ada syaratnya: 1.Dipidana penjara dengan tuntan
! minimal 5 tahun 2.Dicabut oleh hakim pengadilan, Status yang
menyatakan dipidana tapi tidak menjalani hukuman karena alasan
politis seperti contoh adanya amnestidari presiden; ------—r--ar—cc=cs=-
18)Bahwa Menurut Keterangan Saksi untuk mengisi Foam khusus itu
berdasarkan SKCK dan Putusan Pengadilan, jadi Saksi merasa
berdasarkan Putusan pengadilan Tidak memerlukan Lagi mengisi
fom KhilgUg] e s e s s s s dem e sm e e e s s oSS as s e s e
19) Bahwa Menurut Keterangan Saksi st Saksi mengisi Lengkap. SKCK
dengan Spesifikasinya adalah salah satu isiannya apakah saudara

pernah menjalani hukuman pidana? pernah dalam kasus apa? 351.

berapa tuntutan? 1 tahun , berapa fonis? 9 bulan, berapa yang
dijalani 6 bulan;-<----——---==-so-smemmmsmemoosocooomsens

20)Bahwa Menurut Keterangan Saksi Polisi Sudah Profesional dalam

mengeluarkan SKCK tersebut jadi tidak ada ditanyakan lagi
mengenai SKCK yang dikeluarkan Oleh Pihak Kepolisian;--------------
Bahwa Menurut Keterangan Saksi Pihak Pengadilan saal dimintai
Konfirmasi menyvatakan sudah memberikan Surat Keterangan putusan
Rerdasarkan Syarat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu vang menyatakan tidak pernah dijatuhi Hukuman Pidana 5 tahun
dan Lebilij-————ssemet e e e oo e eSS R R S e s mn s S e
2) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-buku dokumen, Termohon
juga mengajukan saksi dan pemberi keterangan dengan keterangan berikut:
1. Juni Lesmita Devi, SE
1) Bahwa saksi Merupakan KaSubag Tekhnis dan Humas Komisi
Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;-----—--------- e
2} Bahwa Menurut Saksi Sosialisasi penggunaan aplikasi Silon Pertama
kali dilakukan secara terpisah saat Partai Politik meminta username
dan password ke KPU Kota Sawahlunto. Melalui surat Nomor
584/7PP.08-81D/1373/KPU-Kot/V1/ 2018 tanggal 4 Juni 2018, KPP
Kota Sawahlunto meminta Ketua Partai Politik untuk menugaskan
operator Silon Partai politk untuk datang ke KPU Kota Sawahlunto
Scluruly Operator yang dnl;mg 2

[T .
e iberikan username dan password
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3)

4)

9)

. Dipraktekkan penggunaan Silon

. Meminta operator mengganti password

. Memberikan juknis penggunaan Silon
Bahwa Menurut saksi Dalam proses ini, salah satu vang
diperkenalkan kepada Operator Silon Partai Politik adalah Status
Khusus Calon terdiri 3 pilihan : Tidak ada, Mantan Terpidana dan
Terpidana. Untuk Partai Demokrat, operator yang datang adalah
Bapak Seprianto dan datang pada tanggal 29 Juni 2018;-—--------------
Bahwa Menurut Saksi Sosialisasi Aplikasi Silon secara gabungan
kepada seluruh operator Silon Partai Politik pada tanggal 2 Juli 2018
bertempat di Hotel Ombilin Kota Sawahlunto. Operator Silon dari
Partai Demokrat yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Bapak
Seprianto. Dalam sosialisasi ini kembali disampaikan tata cara
penggunaan Silon, salah satunya isian status Khusus Calon ada 3
pilihan, vaitu Tidak ada, Mantan Terpidana dan Terpidana;-------------
Bahwa Menurut Keterangan Saksi Melalui surat Nomor 666/PP.08.1-
UND/1373/KPU-Kot/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018, KPU Kota
Sawahlunto mengundang Ketua, Sekretaris dan Operator Partai
Politik. Narasumber Bapak Zawil Husaini, S. Ag menyampaian materi
yang merupakan ringkasan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD FProvinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota. KPU Kota Sawahlunto juga membagikan Peraturan
KPU Nomor 20 Tahun 2018 beserta Juknis Penggunaan Aplikasi
Silon dalam kegiatan ini. Dalam sosialisasi ini disampaikan syarat-
svaral apa saja yang harus dilengkapai untuk menjadi calon Anggota
DPRD Kota;--=-=-=-=-===smmr o mm e .
3ahwa Menurut Keterangan saksi Perwakilan Partai Demokrat yang
hadir adalah Bapak Zainal Syamza, Nasirwan dan Seprianto. KPU
Kota Sawahlunto membuka helpdesk Pencalonan, vang menerima
konsultasi dari Partai Politik dari awal Juli sampai dengan
berakhimya tahapan penverahan dokumen perbaikan. Dalam buku
helpdesk tercatat Partai Demokrat melakukan 3 kali konsultasi (16
Juli, 28 Juli dan 31 Juh 2018). Dalam konsultasi tidak pernab ada
pembahasan bahwa Partai Demokrat memiliki bakal calon dengan
status Mantan Terpidana:- - L
Bahwa Menurut Keterangan Saks) Pada masa pendaftaran, KPU Koia
Sawahlunto. menerima  pendafiaran dart 14 fempat beias) Parta

Politik dengan total l'-'H('H]rg 266 orang, Dari Model B2 DIPREY Kot
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8)

9)

seluruh bacaleg disimpulkan bahwa seluruh bacaleg memiliki status
khusus “Tidak Ada” (bukan mantan Terpidana dan Terpidana); -

Bahwa Menurul Keterangan Saksi partai Demokrat melakukan
pendaftaran pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 10.30 WIB;-------------
Bahwa Menurut Keterangan Pada tanggal 10 Agustus 2018, KPU
Kota Sawahlunto melalui Rapat Pleno menetapkan Daftar Calon
Sementara (DCS) dengan jumlah bacaleg 254 (dua ratus lima puluh
empat) orang melalui Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor
100/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII1/2018.  Keputusan tersebut
disampaikan oleh KPU Kota Sawahlunto kepada Bawaslu dan Partai

Politik pada tanggal 13 Agustus 2018;---------==-~=-=rommmmeoooronno oo =

10)Pada tanggal 12 s/d 14 Agustus 2018, DCS diumumkan secara luas

oleh KPU Kota Sawahlunto melalui pengumuman Nomor
’?90/PI,.01.4VPU/KPU-K0l/VJIu/2018 guna meminta
tanggapan/masukan masyarakat terhadap DCS yang telah
ditetapkan. Media pengumuman yang digunakan adalah :
a) Website dan media sosial KPU Kota
b) Media cetak : Padek, Rakyat Sumbar dan Haluan
c) Media Online : Warta Andalas, Padang Media, Klik Positif, Silet
News, Relasi Publik dan Pasbana
d) Media elektronik : Radio Sawahlunto FM
¢) Penempelan spanduk dan DCS di 4 kantor Kecamatan dan
kantor KPU;-----——---——=-mmmmemmmmemme oo

11)Bahwa Menurut Keterangan Saksi Pada tanggal 12 s/d 21 Agustus

2018, KPU Kota Sawahlunto menunggu tanggapan/masukan
masyarakat terhadap DCS vang telah ditetapkan. Pada tanggal 2]
Agustus 2018, Ki’U Kota Sawahlunto menerima tanggapan/masukan
untuk Bacaleg Partai Demokrat atas nama Syamdirja, vang

menyatakan babwa bacaleg tersebut pernah terpidana penjara;------

12)Bahwa Menurut Keterangan saksi Pada tanggal 23 Agustus 2018,

KPU Kota Sawahlunto melakukan Pleno untuk menindaklanjuu
tanggapan/masukan masyvarakat. Dalam rapat pleno dilakukan
pemeriksaan  ulang terhadap dokumen pendaftaran Syamdirja.
Ppalam dokumen Mode!l BRB.2-DPRD Kota Bacaleg Svamdirja,SH
tertuhs status  khusus  “Tidak Ada” sementara dalam
tanggapan/masukan masvarakat dinvatakan vang bersangkutan
pernah dipidana penjara. Untuk  itu perlu  dilakukan klarifikasi

kepada PPartai politik terhadap status khusus Bacaleg Svamdirja, SH:-

[ 3)dalwa Menurut Keterangan Saksi kPU Kota Sawahlunto meminta

klarifikast  atas Masukan/Tanggapan Masvarakat kepada  Partad

Dremokiat melalin  sural Nomon B LA ML 00 4 S 3TN
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Kot /ViI1/2018 tanggal 23 Agustus 2018. Surat disampaikan kepada
Partai Demokrat pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 12.00 WIRB
yang diterima oleh Voni Talwi----- S
14)Bahwa Menurut Keterangan Saksi Pada langgal 31 Agustus 2018,
KPU Kota Sawahlunto menerima balasan dari Partai Demokrat
melalui surat Nomor 24/DPC.PD/SWL/VIII/2018 tanggal 31 Agustus
2018 yang juga dilampiri dengan surat pernyataan dan Bacaleg
Syamdirja,SH Dalam sural pernyataannya Syamdirja menyatakan
bahwa yang bersangkutan pernah dipidana umum dengan putusan 0
(enam) DUIAR;-—=---===rmre e smmeseman s S e e st e oS o e
15)Pada tanggal 31 Agustus 2018, KPU Kota Sawahlunto melakukan
rapat pleno untuk menindaklajuti hasil klarifikasi dari Partai
Demokrat atas Tanggapan/Masukan masyarakat. Dalam rapat pleno
diputuskan Berdasarkan pernyataan Bacaleg Syamdirja, SH
dinyatakan yang bersangkutan pernah dipidana dengan putusan ©
[cﬁam) bulan, yang berarti yang bersangkutan merupakan mantan
terpidana. Sementara dalam Model BB.2 Bacaleg Syamdirja,SH
dibuat status khusus “Tidak Ada”. Seharusnya “Mantan Terpidana”;-

16)Bahwa Menurut Keterangan Saksi Pada Peraturan KPU Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota Pasal 8 ayat (7) bacaleg dengan Status
khusus mantan terpidana harus melengkapi syarat

1. Surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan
vang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan
telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap;------ e

2. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukim tetap;-—----=--==-===mmmmrem e oo

3. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau
nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara
terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai
mantan terpidana;--------=-====-=-----n-so- e e S anes

4. Buku pernyataan atau pengumuman vang ditavangkan di

media massa lokal atau nasional; - -~

5. Karena tidak lengkapnva syarat pencalonan, maka Bacaleg
Svamdirja, SH Partai  Demokrat  Nomor Urut | Daervah
Femilihan Kota Sawahlunto 2 ditctapkan Tidak Memenuehi
Svaral;

L7 Babwa Menurat Reterangan  Sakst DBerdasarkan Peraturan K
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Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 29 avat (4], vang menvatakan daiam hal
klanhkasi menyatakan bakal calon vang tercantum dalam DCS
tersebut Tidak Memenuhi Syarat, Ki'U l}'ula memberitahukan sccara
tertulis dan memberi kesempatan kepada Partai Politik untuk
mengajukan pengganti bakal calon paling lama 3 (tiga) hari sejak
diterimanya hasil klarifikasi;--<-----~---=-ccceom
I8)Bahwa Menurut Keterangan Saksi Dengan ditetapkannva bacaleg
’artai Demokrat Bacaleg Syamdirja,SH sebagai bacaleg vang TMS,
KPU  Kota Sawahlunto melalui surat Nomor 824/PL.01.4-
SD/1373/KPU-Kot/VII1/2018 tanggal 1 September 2018
menyampaikan pemberitahuan pengganti Dafiar Calon Sementara.
Sampai batas waktu yang telah ditentukan Partai Demokrat tidak
mengajukan pengganti Bakal Calon;---------<ccooeee |
19)Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi Berdasarkan proses yang telah
dijalani, KPU Kota Sawahlunto merancang DCT pada tanggal 14 s/d
18 September 2018. Pada rancangan DCT, KPU Kota Sawahlunto
tidak memasukan bacaleg Syamdirja, karena telah ditetapkan TMS
pada tanggal 23 Agustus 2018 setelah menerima klarifikasi dari
Partai Demokrat. Nomor Urut 2 naik ke nomor urut 1 dan seterusnya
sehingga total bacaleg Partai Demokrat pada Dapil Kota Sawahlunto
2 sebanyak 5 (ima) orang;-------—--—--=-—-c o
20)Bahwa Menurut Keterangan Saksi Pada tanggal 20 September 2018,

?“5 KFU Kota Sawahlunto menetapkan rancangan DCS menjadi DCT
melalui rapat pleno dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota
Sawahlunto Nomor 122/HK.03.1-Kpt/ 1373 /KPU-Kot/IX/2018.
Keputusan tersebut disampaikan oleh KPU Kota Sawahlunto kepada
Bawaslu dan Partai Politik pada tanggal 23 September 2018:---- .-

21)Bahwa Menurul Keterangan Saksi Seperti vang dilakukan kepacda
Caleg -Caleg lain nya KPU Kota Sawahlunto melakukan Verifikasi
berdasarkan dokumen vyang dimiliki dan isntrumen sebagai
pedoman  saat  melakukan pemeriksaan administrasi.  Saat
pendaftaran  Bacaleg atas nama Syamdirja  itu  menverahkan
dokumen pendaftaran dengan status khusus vang di BB 2 tidak ada.
Di sinkronkan dengan SKCK vang diserahkan partai politik atas
nama Svamdira juga sinkron, ditambah dengan surat putusan
pengadilan negeri juga sinkron. Karena putusan pengadilan negeri
itu syvarat untuk sesorang vang tidak pernah terpidana. Dengan
menpedomani persvaratan nva vang lengkap dan sinkron satu sama
fain walaupun tdak langsung MS karcna diterapkan masa perbaikan
walaupun Hdalk bersangkutan dengan khasus ini. Maka KPL kot

Sawahluoto menetapkan bacaleg tersebut memenhi SvVAaral. Karen:
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<

memang  sesuai dengan  dokumen.  KPU - melakukan  Veritikasi
Administrasi berdasarkan dokumen vang diterima dan itu cocok dan

memenuhi BYarat j-—---—-c- oo e

22)Bahwa Menurul Keterangan Saksi Di Juknis hanya menyatakann

bahwa KPU hanya melakukan klarifikasi terhadap tanggapan
masyarakat vang masuk, disaat itu tanggapan masyarakat vang
masuk atas nama bacaleg demokrat Bapak Syamdirja yang pernah
terpidana , maka KPU Kota Sawahlunto hanya melakukan klarifikasi
tentang status tersebut dan sebelum melakukan klarifikasi KPU Kota
Sawahlunto juga mengecek kembali Dokumen pendaftaran vang
disampaikan oleh Partai Politik atas nama bacaleg tersebut jadi
d.idapa‘t.kan ketidak sesuaian informasi, partai menyatakan disaat
pendaftaran status khusus tidak ada sementara ada masukan dari
masyarakal yang menyatakan yang bersangkutan pernah di Pidana
maka dengan berdasarkan 2 informasi tersebut KPU meminta

Klarifikasi kepada Partai Politik memang tentang hal itu saja;-—----—----

23)Bahwa Menurut Keterangan Saksi Karena berdasarkan Juknis, di

Juknis juga tidak ditekankan bahwa mantan terpidana atau
terpidana itu hukuman berapa Saat memberikan TMS sudah dengan

komisioner yang sekarang pasca DCS kita membaca kembali

24)Bahwa Menurut Keterangan Saksi Di Juknis memang tidak berbunyi

5 tahun tapi ada pengelompokan untuk status tadi, bahkan untuk
terpidana sendiri di Juknis juga tidak dibunyikan lebih dari 5

25)Bahwa Menurut Keterangan Saksi Juknis keptusan KPU Nomor 876,

disini pada halaman 10 mantan terpidana dikolom berikutnya telah
selesai menjalani masa pidana nya , dan secara komulatif bersedia
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada Publik serta
mencantumkan dalam  formulir informasi bakal calon, formulir
MODEL BB2, Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan vang lelah memperoleh kekuatan hukum tetap yang
diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; - --—=-caeeee oo

26)Bahwa  Menurut  Keterangan Saksi  Persvaratan  sebagaimana

dimaksud pacda ayvat (1) hurul

g, dikecualikan bagi:

H mantan  terpidana yang  felah selesal  menjalani masa
pemidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara 1erbuika
dan puur mengemukakan kepada publik, serta mencantunikan

dalam dattar riwayat Hidup:
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27 Bahwa menuratl Keterangan Saksi Seperti yang saya sampiakan tadi
verifikast tu  dilakukan dengan mempedomani Keputusan KPU,

. Peraturan KPU nomor 20 dan Keputusan KPU Nomor 876  dan
blanko- blanko yang sudah disediakan dkemudian dengan print out
dari aplikasi silon yang disitu tidak ada membatasi mantan terpidana
itu hanya vang 5 tahun keatas. Kemudian berdasarkan hasil
konsultasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota iain itu
memang kebetulan di Sawahlunto hanya ini status manitan terpidana
nva, tapi di KPU Kabupaten/Kota lain ada beberapa Bacaleg dengan
status mantan terpidana dan itu juga dengan putusan hukuman
bulanan, seperti yang sayva sampaikan tadi contoh formulir vang
sava sampaikan kepada pimpinan majelis tadi itu adalah bacaleg dari
KPU Provinsi Sumatera Barat untuk DPRD Provinsi itu beliau dijerat
dengan hukuman 5 bulan kemudian tidak hanya itu juga ada di KPU
kota Solok bahkan dari partai Demokrat sendiri bapak pemohon itu
ada dengan status mantan terpidana dengan ancaman hitungan
bulanan. Memang di KPU kami ada di Bimtek tentang PKPU dan

KKPU ini dan berdasarkan formulir yang tersedia untuk mantan
terpidana ini kami tidak mengambil kesimpulan bahwa mantan
' terpidana ini hanya yang putusan 5 tahun keatas tidak hanya itu,
tapi semua bacaleg yang sudah memilik keputusan pengadlian tetap
yang berkukuatann hukum tetap yang menjatuhidia pernah di
pidana itulah mantan terpidana;------=--sccommmmm
28)Bahwa Menurut Keterangan Saksi Ya betul, memang tidak ada
berbunyi disitu, cuma istilah nya KPU, apalagi KPU Kabupaten/Kota
itu melakukan verifikasi itu tidak hanya berpedoman kepada
Undang-Undang saja atau PKPU saja, itu juga ada uruaiannva di
Juknis dan di Juknis juga lebih jelas terlihat bahwa pada model
BAHP itu sendini untuk yang tidak pernah terpidana itu juga tidak
discbutkan , pernah terpidana penjara 5 tahun juga tidak
discbutkan. cuma disebutkan pernah terpidana, Jadi dengan
mempedomani peraturan KPU dan Keputusan KPU maka seperti itu
memang tidak berbunyi bahwa hukuman mantan terpidana bahwa 5
tahun ketas, dan tidak berbunyi untuk 5 tahun kebawah itu bukan
lah mantan terpidana secara tegas itu tidak diatur;---—--—- -
2. Hayatul Mardiah, SH
I babwi saksi menerima berkas berdasarkan SOP yvang diberikan oleh
Tinm Pencalonan KPU Kota Sawahlunto. sesuai dengan Petunjuk
teknis Nomor 876/PL.014-Kpt/06/KPU/VIi/ 2018 tentang Pedoman
Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan 1ok i

Pewan Perwakilaon Rakvat Dacrah Provinsi dan Dewan Perwakilion
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Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;---------oommommmmmmrmmmmmmmis e

2. Bahwa saksi dalam menerima Berkas Pencalonan bacaleg an
Syvamdirja diketahui bahwa dalam formulir BB2 status khusus @ tudak

ada sehingga berkas tersebut dinyatakan lengkap (ada);-------------—- -

3. Bahwa saksi menerangkan pada saat penerimaan jika ditemukan ada
status khusus maka langsung dikonsultasikan pada komisioner yang
MEeNAAMIPIIIGI; -~ = === s e e e e
4. Bahwa saksi menerima berkas pencalonan pada tanggal 4 Juli sampai
dengan 10 Juli 2018;--------=---==-mrmmrmme e oo
3) Menimbang tidak ada Saksi dari pihak terkait yang mengajukan Saksi pada
sidang adjudikasi dari tanggal 1 Oktober 2018 Sampai tanggal 11 Oktober

2018

KESIMPULAN PEMOHON

Dalam Surat KPU Nota Sawahlunto Nomor 813/PL.01.4-SD/1373/KPU-

Kot/2018 Tentang: Permintaan Klarifikasi, sehubungan tentang adanya

masukan/tanggapan masyarakat:

a. KPU Kota Sawahlunto tidak dapat menunjukan ldentitas masyarakat yang
memberikan masukan/tanggapan; -~---r-=-=-==ms s mmr e o iaa s

b. KPU Kota Sawahlunto tidak dapat menghadirkan masyarakat yang
~memberikan tanggapan atau masukan dalam acara pembuktian saksi di
sidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang berlangsung di Bawaslu
Kota Sawahlunt;---=--==-=mmmm oo oo e

Hal ini bertentangan dengan

a) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 252 (P............... )i-
b) Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPRD
Kabupaten/Kota. Pasal 22 ayat 3 (\P............... Jymm o

c. KPU kota Sawahlunto tidak melakukan klarifitkasi kepada Instansi Terkait
atas status khusus (Status Hukum) vang telah mengeluarkan Surat
Keputusan yvang menyatakan Tidak Pernah Sebagai Mantan Narapidana an.
SYAMDIRJA, SH, Tempat/Tanggal lahir 15 mai 1969, Alamat, Desa Tumpuk
Tanggah Kec, Talawi, Kot. Sawahlunto No Urut | Dapil kota Sawahiunio 2
dari instansi yang berwenang:

~ Ketua Pengadilan Negeri Kota Sawahlunto (P............... Jymmm e
~ Kepala Kepolsia Sawahlunto. (P.................... i

d. KPU Sawahlunto telah membuat Lampiran Berita Acara lasil Verifikas

keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan

Umum Tahun 2019 vang menjadi dasar dikeluarkannyva Daliar Calon

Sementara 1S iR s e |
¢ irada Tanggal 1 September 2018 Dengan tndak melakukan Kianfikas) kepada
instanst terkatt menvangkut Status khusus [Status Hokamig Bacaleg an
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SYAMDIRJA, SH. No Urut. 1 Dapil Kota Sawahlunto 2 telah mengirim surat
Nomor 825/P1..01.4-SD/ 1373/KPU-Kol/VII1/2018 Perihal: Pemberitahuan
Pengganu Daftar Calon Sementara (DCS) Kepada Ketua DPC Partal Demokran
Kota Sawahlunto. ((Peoiiiei o mmm s mm s e

Pada Tanggal 20 September 2018 KPU Kota Sawahlunto mengeluarkan Surat
Nomor 8061/PL.01.4-SD/1373/KPU-Kol/IX/2018 Perihal: Penyampaian
Daftar Caloh TetlapiBET) LP e v Jym e
Pada tanggal 20 September 2018 KPU Kota Sawahlunto mengeluarkan
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 Tentang: Penetapan
Daftar Calon Tetap Angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Sawahlunto Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanpa mencantumkan
nama SYAMDIRJA, SH. Scbagaimana yang tercantum dalam Daftar Calon
Sementara (DES) RS0 v R TR

KESIMPULAN.

i1

KPU Kota Sawahlunto dalam mengeluarkan Surat Nomor 825/PL.01.4-
SN/1373/VIH1/2018 Tanggal 1 September 2018 Tentang Pemberitahuan
Pengganti Daftar Calon Sementara (DCS) tidak sesuai dengan:

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU;-—----cmmmmmeenoeee

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pemilu Legislatif Anggota DPR,

DPRD

Kabupaten/Kotag-------------oenueeoo-
Karena tidak memenuhi dasar hukum peraturan tersebut diatas, sehingga
surat Keputusan tersebut diatas adalah CACAT HUKUM.(.P............... R
KOMISIONER KPU Kota Sawahlunto Tidak Cakap Dalam memahami
peraturan Perundang-undangan vang mengatur tentang Proses Pemilihan
Umum Legislatil dengan cara mendefinisikan STATUS KHUSUS (Status
Hukumj MANTAN NARAPIDANA BERDASARKAN KUHP (Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana) dan KBBI (KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA).
KI'U Kota Sawahlunto tidak berpedoman kepada UU Nomor 7 Tahun 2017
Pasal 240 ayat | Huruf g, Tentang PEMILU dalam menentukan Status

KHUSUS (Status Hukum) Manlan Narapidana. (P

..................... Yy

Berdasarkan Alat bukti Surat-surat dan Kesaksian sebagai alat bukti:

A. Alat bukt Surat-sural.

HoSurat keterangan  hetua Pengadilan Negeri Sawahiunto Nomor
324/ SK/AKR/07/2008/PN. Sawahlunto wngaal 12 gl 2018, vang

menvatakan
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7. KESIMPULAN TERMOHON

Berdasarkan uraian dari Keterangan Saksi, izinkan kami menyampaikan
kesimpulan atas pembuktian yang dilaksanakan tanggal 8 Oktober 2018 sebagar
berikut :
1. Bahwa Pihak Pemohon berdasarkan fakta persidangan tidak dapat
membuktikan dalil-dalil yang dimohonkan;---------——-——---—---—--coooooo -
2. Bahwa Termohon (KPU Kota Sawahlunto) telah menjalankan FProses
Pencalonan sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan PKPU
Nomor 5 Tahun 2018 dan Petunjuk Teknis Nomor 876/PL.01.4-
Kt 06 KR A o= e oo R e e o oo ne = -
3. Bahwa Pihak Pemohon patut diduga dengan sengaja utdak jujur
memberikan informasi kepada Termohon tentang status khusus salah
sdtu brcaleg Syamdinia, GH === srrerar ottt oo s e o e
4, Bahwa pernyataan Bacaleg Syamdirja, SH dalam klarifikasi Partai Politik
tidak sesuail dengan pernyataan Bacaleg Syvamdirja, SH dalam Model-

5. Bahwa Termohon menolak keberatan yang diajukan Pemohon terhadap
Keputusan KPU Nomor 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/1X/2018
tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap
Anggota DPRD Kota Sawahlunto Dalam Pemilu Tahun 2019;-----—---—----—-

6. Bahwa Keputusan Nomor 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018
dinyatakan sah.j--s-eomommmmm oo

7. Bahwa alasan Pemohon yang berdasarkan SK KPU Nomor 825/PLO01.4-
SD/1373/KPU-Kot/VIIl/2018 Lkabur (obscuur libel). KPU Kota
Sawahlunto hanya mengeluarkan Surat Nomor 825/PL01.4-
SD/1373/KPU-Kot/VII1/2018 tanggal 1 September 2018 tentang
Pemberitahuan Pengganti Calon Sementara kepada Ketua Partai
Demokrat Kota Sawahlunto;-------=-—=—=m==mmmmmmmm e

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi Majelis
Pemeriksa Yang Terhormat untuk menolak Permohonan Pemohon seluruhnva,
atau jika berpendapat iain, mohon putusan yang seadil-adilnya {ex acquo ¢t

bono};

----------------------------------- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----------

Mennmbang, bahwa maksud dan wguan dari Permohonan Femohon adaiah

sebagaimana telah diuraikan di @tas;--«-----comome

Menimbang bahwa Pemohon adalah Weldison selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang
Partai Demokrat Kota Sawahlunto dan Nasirwan., 8.Sos selaku Sckretarvis Dewan

Punpian Cabang ot Demokeat Kota Sawahlunto iserdasarkan Surat heputisia
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st

Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara,
-Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan
Pengadilan Neger yang mempunuai kekuatan Hukum tetap karena
melakukan tindak pidana vang diancam dengan Pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih. (P..ooooonen. e
2) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Kota Sawahlunto Nomor

SKCK/YANMAS/955/VIIj2018/INTELKAM tanggal vang menyatakan:
Nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan kegiatan
kriminal apapil—+--~—— = e

B. Alat Bukti Saksi

Nama : SYAMDIRJA, SH

Tempat/Tanggal Lahir : Sawahlunto 15 Mai 1969.

Kewarga Negaraan : Indonesia.
Alamat : Desa Tumpuk Tangah Kec, Talawi Kota Sawahlunto.
No. Telp/HP : 0823 8873 0818. ‘

Telah memberikan Kesaksian dibawah sumpah didepan Majelis Hakim yang
menyidangkan Perkara Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 8 Oktober 2018
yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

1. Telah melakukan pengisian Daftar Calon Sementara (DCS) dengan sebenarnya
sesuai dengan petunjuk Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pembhan
Umum.

2. Telah melakukan pengisian Daftar Calon Sementara (DCS) dengan sebenarnya
berdasarkan PKPU No 20 Tahun 2018 Tentang: Pemilihan Umum legislatif
Angota DPR, DPRD Kabupaten/Kota. :

Berdasar hal-hal yang diuraikan diatas kami DPC Partai Demokrat Kota
Sawahlunto sebagai PEMOINON atas gugatan Penvelesaian Sengketa Proses
Pemilu kepada Bawaslu vang telah sangat dirugikan oleh Keputusan Komisioner
KPU Kota Sawahlunto dengan ini mohon kepada Majelis Hakim vang mengadili
sidang ini untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,

2. Membatalkan Surat Keputusan Ki'U Kota Sawahlunti Nomor 122/1HK.03.]
Kpt/1373/KPU-Kot/1X/2018 Tentang Daltar Calon Tetap vyang tidak
mencantumkan nama BACALEG an SYAMDIRJA, SH No Urut 1 Dapil
Sawahlunto 2, dan

3. Memerintahkan  Komisioner KPU Kota Sawahlunto  untuk  membual
Keputusan KPU vang mencantumkan kembali Bacaleg sesuai dengan vang
tertera dalam Daftar Calon Sementara (DCS) menjadi Dattar Calon Tetap
(DCT) Partai Demokrat  Kota Sawahlunto Dapil 2 Kec. ‘Talawi  Kota
Sawahiunio.

] Meminta kPU Kota Sawahlunto untuk sepcrn meliksamaikan Putusan .
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Dewan  Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor © 180/SK/DPP.PD/DPC/V/ 2018
Tentang Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Provinsi
Sumatera Barat Periode 2018-2023 vang telah mengajukan bakal calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kota Sawahlunto kepada Komisi Pemilihan Umum

Kota Sawahlunto; - —mmmeme e e e

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Sawahlunto Nomor 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tentang
Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Sawahlunto dalam Pernulu Tahun 2019 tertanggal 20 September tahun 2018;-----————--
Mcnimba’ng, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan
Jawaban. tanggal 1 Oktober 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah

diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;--———----———- e

Menimbang, bhahwa Pemohon, Termohon telah mengajukan bulkti-bukti dokumen,

sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;--------=-=--memmm e

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu
Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kofa Sawahlunto, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan
permohonan sebagai berikut oo
1. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
1)  Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :
a. Pasal 101 huruf a angka 2, bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas
melakukan pencegahan dan penindakan  diwilayah kabupaten/ kota
terhadap sengkeldiptases Pomiln® m———sammmee oo L
b. Pasal 102 ayat {3), bahwa: “Dalam melakukan penindakan senigketa
proses Pemilu  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a,
Bawaslu  Kabupaten/Kota bertugas: 4. menerima permohonan
penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilavah kabupaten/kota; b.
memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses
Pemilu di wilayah kabupaten/kota; ¢. melakukan Mediasi antarpihak
vang bersengketa i wilavah kabupaten/kota: d. melakukan proses
Adjudikast sengketa proses Pemilu di wilavah kabupaten/kota apabiln
Mediast belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus

peimvelesaian sengketa proses Pemilu di wilavah kabupaten/kota ™

( Pasal 103 hurut ¢, bahwa  Bawashy Kabupaten/kKota berwenane

Smenering, memertksa, memediasi atau mengadiudikasi dan meninius
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B enraa——
AT e

2)

3}

penvelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;---

. irasal 467 avatl (1), bahwa “Bawasiu, Bawaslu I'rovinsi, dan Bawaslu
Kabupalen/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses
Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU
Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----------------—----

¢. Pasai 408 ayat (l), menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawasiu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses
Pemiltli————--————=— et =

Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang

menvelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya

keputusan KPU Kabupaten/Kota”;----«-----am--mmmmmsoromm o

Menimbang ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017

Tenltang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan

bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota

memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua

belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan yang diajukan pemohon.”--

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka

2 dan angka 3 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto

berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang

diajukan Pemohon @ GUO;=---=- ===~ mmmm oo
KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

da.

Menimbang. bahwa ketentuan Pasal 467 avat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa
proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon
Pegerta Pemiludan/atan Peserta Pemiluzse-eememeeee e oo
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 avat (i) huruf b Peraturan Bawasiu
Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penvelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum “Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai
fPolitik Peserta Pemiln™--—-—c——cosieenae. SRSl e et < S o AR
Menimbang., babwa ketentuan Pasal 7A huruf ¢ Peraturan Bawaslu Nomor
18 Tahun 2018 tentdang Perubahan Peraturan Bawasiu Nomor 18 Tahun
2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Ui
“Permohonan penvelesalan sengketa proses Pemilu vang diajukan oleh partan
politik calon Peserta Pemilu dan/atau partai politik Peserta Pemilu diliilankan

S ks 1 L b e T H 5 { . $
dengan Reteniian sebagat berikut - o, tnghkiat kabupaten/kota diajulain olel,
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ol

ketua dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain™;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (1), Peraturan DBawaslu Nomor
14 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawasiu Nomor 18 Tahun
2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
“Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang
tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPRD Provinsi,
DPED  Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian
sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai  politik  sesuai
Menimbang, bahwa Pemohon bertindak sebagai Ketua dan Sekrelaris Dewan
Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kota Sawahlunto dibuktikan dengan
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor
SK.024.01/DPW-SUMBAR/DEMOKRAT/V1/2018 tertanggal 28 Juni 2018,
yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakvat
Daerah Kota Sawahlunto kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;-
Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto telah
menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto No.
122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/1X/2018 tentang Penetapan Daftar Calon
Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto dan
Partai Demokrat dalam Pemilu 2019 bertanggal 20 September 2018;------v----

Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf

e, dan huruf f diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing)

untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.-------------cconeeeee
TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

da.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 avat (4) Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyvelesaian sengketa
proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama
3 {tiga) hari kerja sejak tanggal penctapan Keputusan KPU, Keputusan KPU
Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab
G AT L B
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 avat (2) Peraturan Bawaslu Nomor
18 Tahun 2017 tentang Tata Carva Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Umum “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling
lama 3 (nga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KI'U
Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;---

Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menerbitkan
keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto No. 122/HK.03.1
pty 13757 KPU-ROL/EX/ 2018 tentang Penetapan Dafiar Calon Tetap (DCT)
Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah Kota Sawahlunta dart Part

Demokeant dalim Pemitiu 2019 pada tangeal 20 September 20108
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. Menmimbang., bahwa  Pemohon  mengajukan  permohonan Penvelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum  kepada Badan  Pengawas Pemilihan
Umum Kota Sawahlunio pada tanggal 24 September 2018, dibukiikan
dengan Tanda Terima Berkas dengan dinvatakan permohonan tidak lengkap
dan dilakukan perbaikan dokumen pengajuan permohonan Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum dan dicatat dalam Buku Register Perkara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 01/PS.REG/03.06/1X/2018
pada tanggal 26 September 2018;--------—-c---—--——-

Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d,

permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan

Permohonan Penvelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----—------omoeemeen

POKCK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan

pokok sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib

dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik

Peserta Pemilu masing-masing; -----------moemmm e e e

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenal persyaratan Bakal

Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang

diantaranva adalah sebagai berikut: -----—--om-oro e

a. teiah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; ——------~—-=oeeee

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Isa; -~---=ccccemmmmm e

C. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesaluan Republik Indonesia; -----------

d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia:

e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah
alivah, seckolah menengah kejuruan, madrasah alivah kejuruan, atau
sekolah lain yang sederajat; -« - - oo ommmm

5 sctia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal

2. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan vang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana vang
dinncam dengan pudana penjara 5 (lima) w@ahun arau lebih, kecual secara
terbuka dan juiu mengemukakan  kepida publik . bahwa  vane

bersangkutan mantan terpmdana:
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T e R

m.

0.

p-

sehat jasmani, rohani, dan bebas dar penyalahgunaan narkotika:

terdaltar sebagai pemililyy ~oooeomeee o

bhersedia bekerja penuh waktug ------- oo i

mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatun
sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karvawan
pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, alau
badan lain yang anggarannva bersumber dari keuangan negara, vang
dinvatakan dengan surat pengunduran diri yvang tidak dapat ditarik
Kembali; -cocmmm e mm e
bersedia untuk udak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris,
pejabat pembuat akia tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penvedia
barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta
pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas,
wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
B B Ta F B b B EERE
bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya,
direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik
negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang
anggarannya bersumber dari keuangan negara; -———-—-—-—-—-———- oo
menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; ~-=-==--==-comem .
dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan ——--———---——---c..o...
dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -~~~

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah

Kabupaten/Kota telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calton

anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan

adminmistratif] - - ---emmm

Menunbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakvat

Daerah  Kota  Sawahlunto atas nama SYAMDIRJA, SH, Majelis Sidang

berpendapat sebagai berikut @ ~-oeomeeeomeee e e oo

1)

Bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan terhadap terbitnya Keputusan
Komist  Pemilihan  Umum  Kota Sawahlunto Nomor :  122/HK.03.1
Kpt/1373/KPU-Kot/1X/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
\ngeota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kota Sawahlunto dard Partiai
Demokrar - bertanggal 20 September 2018  vang  lidak menetapkan
SYAMDIRGA. SHE sebagar Calon Anggota Dewan Perwakiian Rakvat Dacrai
hota Sawahiunto dalam Daftar Calon Tetap (HCT) -

Pt Majelis telah mendengar keterangan pemohon. keterangan termohon
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3)

4)

serta keterangan saksi vang dijukan oleh pemohon, mencermati bukii
vang diajukan pemohon vang diberi tanda bukti P-1 s.d 112 dan bukti
termohon yang diberi tanda Bukt T-1 s.d T-4 vang 1eiah diuraikan dalam
bagian Tentang Duduk Sengketa; - -oomoamoo
Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Kota Sawahlunto Nomor
54/Pid.B/2016/PN Swl tertanggal 12 Oktober 2016, Berdasarkan
Pembacaan Surat Tuntutan pidana vang diajukan Oleh Penuntut Umum
Tanggal 4 oktober 2016 Nomor Reg.Perkara : PDM-14/SWL/Ep.1/09/2016
pada Pokoknya Sebagai Berikut :

1. Menyalakan terdakwa Syamdirja alias Ir panggilan Jajak dengan
Identitas tersebut di atas Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan
Bersalah melakukan tindak Pidana “Penganiayaan” Sebagaimana
diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 avat (1) KUHP
Sebagaimana Surat Dakwaan; - - = mommm e

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Oleh Karena Itu dengan
pidana Penjara Selama 1 (satu) Tahun dikurangi sepenuhnya dengan
masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah
terdakwa tetap ditahan.

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto menjatuhkan pidana kepada
Syamdirja dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan selesai
menjalani pemidanaanya sehingga DBakal Calon anggota DPRD Kota
Sawahlunto dari partai demokrat atas nama Syamdirja dalam mencalonkan
diri sebagai anggota DPRD Kota Sawahlunto untuk pemilihan umum tahun
2019 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 240 avat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 7 ayat (1)
huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakvat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
‘tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara & (ima) tahun atau lebih, kecuali secara
terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan
mantan terpidana” sehingga Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sawahlunto
atas nama Svamdirja tidak perlu secara kumulatif bersedia secara terbuka
dan jujur mengemukakan kepada publik serta mencantumkan dalam daftar
riwavat hidup berdasarkan Pasal 7 avat (4) hurul a “Mantan Terpidana yang
telah selesal menjalani masa pemidanaanya. dan Secara Kurmnulatif bersedia
Secara terbuka dan  Jwur mengemukakan Kepada Publik.,  Serta
mencaniumican daiam dafiar Ruvayar fudup ™

Bahwa  mantan  terpidana  dan bersedis:  secara terbulkes  dan JLifi

mengemukihan kepada publik vang dimaksud dalam Pasal 8 avat (1) hurat
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b angka 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan
Rakvat  Daerah  Provinsi, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Ratio Legis terhadap pemenuhan kelengkapan
administratif bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (1) huruf g
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5
(hma) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap” dan dikecualikan bagi “mantan terpidana yang
telah selesai menjalani masa pemidanaannya, dan secara kumulatif
bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta
mencantumkan dalam daftar riwayat hidup” sebagaimana diatur dalam
Pasal 7 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerabh Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota dan tidak bertentangan dengan yang dimaksud dalam
Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (ima) tahun atau
lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa
yang bersangkutan mantan terpidana”;

6) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
Pengadilan Negeri Kota Sawahlunto dengan Nomor
324/SK/HK/07/2018/PN Swl tertanggal 12 Juli 2018 vang menerangkan
Svamdirja, SH :

a)  Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara;

b} Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Pidana Penjara berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri vang mempunvai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana vang diancam dengn Pidana Penjara 5 (lima)
tahun atau lebih;----- S s i e e s e

Schimgga dengan demikian Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Ralkyat

Dacrah Kota Sawahlunto dar Partai Demokra! atas nama Svamdirja. SH tidak

perlu melengkapi kelengkapan administratil vang dimaksud ketentuan Pasal &

avat {1} hurat b angka 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun

2018 Tentang Pencalomin Angpota Dewan Perwankilan Rakvatl, Dewan Perwakilin

Rarkvart Bracrah Proviosi dan Dewan Perwakilan Rakvin Dacrah Kabupaten/ kota
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tersebut diatas. -

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh perumbangan tersebutl diatas, maka fsadan
Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunlo berpendapat cukup beralasan hukum

untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-—---------- oo

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Penvelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir kalinya
dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor (8 Tahun

2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;--------oomoommmooooo o

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;----------sccmeosomommommaee
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor
122 /HK.03.1-Kpt/ 1373 /KPU-Kot/IX /2018 Tentang Penetapan Daftar Calon
Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 sepanjang
berkaitan dengan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto yang diajukan
oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Sawahlunto atas nama
Syamdirja, SH sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Sawahlunto Daerah Pemilihan Kota Sawahlunto 2 dari Partai

Demokrat;----------- e e e
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Untuk
menetapkan Syamdirja, SH sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Sawahlunto dari Partai Demokrat yang yang Memenuhi Syarat
{MS) dalam Daftar Calon Tetap (DCT);-------m----mmmmmmmm oo
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto untuk
melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini
dibacakan; ----———-to LT 2 e L L e i i R S
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Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu delapan
belas oleh 1). Dwi Murini, S.Pd, M.Pd 2). Wilma Erida, 8.Hi 3). Fira Hericel, S.50s
masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada
hari Kamis tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1). Dwi
Murini, S.Pd, M.Pd 2). Wilma Erida, S.Hi 3). Fira Hericel, 8.S0os masing-masing
sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dan
dibantu oleh Agung Rohadiat, S.Pd sebagai Sckretaris vang disaksikan oleh Pemohon

dAN TerTONON, === === = o e e

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
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